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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.ME

الرحيـم    الرحمـن الله بســم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XX, lahir  di  XX tanggal  17 Agustus 1988, agama Islam,

pendidikan  terakhir  Sekolah  Dasar,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim,  sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK  XX,  lahir  di  XX tanggal  18  Agustus  1986,  agama  Islam,

pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat kediaman

di Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Muara  Enim,  Nomor

898/Pdt.G/2023/PA.ME, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikah d

ilaksanakan di Kecamatan XX  Kabupaten Muara Enim pada tanggal 23 Juli

2009, berwalikan ayah kandung Penggugat, status perkawinan perawan da

n jejaka, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecama

tan  XX  Kabupaten Muara Enim dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomo

r.XX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat ting

gal di rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun sampai dengan berpisah,

selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan se

bagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak anak,ya

ng bernama;

 ANAK PERTAMA, Pendidikan SD Saat ini dalam asuhan Tergugat;

 ANAK KEDUA, pendidikan SD Saat ini dalam asuhan Tergugat;
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3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  te

lah hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun akan tetapi sejak  Tahun

2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat adalah:

I. Tergugat suka bertindak kasar dengan memukul Penggugat; 

II. Tergugat suka minum - minuman keras;

III.  Tergugat suka berjudi;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pa

da bulan  April  tahun 2023 yang disebabkan karena  Tergugat  tidak  mau

berubah sehinggga membuat pertengkaran dan mengakibatkan Penggugat

dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah 6 bulan lamanya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peng

gugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawina

n, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ya

ng diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangg

a yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan d

ari suatu perkawinan;

8.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam pe

rkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Majelis Hakim yan

g memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya se

bagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peng

gugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex aequo Et Bono) 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  hadir  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

untuk hadir  sebagai  wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas

yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan

yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara  memberi

nasihat  kepada  Penggugat  agar  tetap  bersabar  dan  dapat  mengurungkan

niatnya  untuk  bercerai  dari  Tergugat,  akan  tetapi  Penggugat  tetap  pada

pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  kemudian  dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat,  dan

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa  guna  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XX,  atas  nama  Penggugat  dan

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX,

Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I,  saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi  kenal  dengan  Tergugat,  Tergugat  adalah  suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah  dikaruniai 2 orang anak;
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah oranng tua Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  saat  ini  kondisi  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat

dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa  Saksi  sering  mendengar  Penggugat  dengan  Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  bertengkar  karena  masalah

nafkah yang tidak cukup;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berpisah

tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa  selama  berpisah,  Saksi  tidak  pernah  melihat  antara

Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  tidak sanggup lagi  merukuknkan Penggugat dengan

Tergugat;

2. SAKSI  II,  saksi  mengaku  sebagai  tetangga  Penggugat,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi  kenal  dengan  Tergugat,  Tergugat  adalah  suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah  dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  saat  ini  kondisi  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat

dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  Saksi  sering  mendengar  langsung  Penggugat  dengan

Tergugat  bertengkar,  bahkan  saksi  pernah  melerai  pertengkaran

tersebut;

- Bahwa saksi pernah  melihat Tergugat memukul Penggugat Ketika

terjadi pertengkaran;
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- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  bertengkar  karena  masalah

nafkah yang tidak cukup;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berpisah

tempat tinggal sejak 6(enam) bulan yang lalu;

- Bahwa  selama  berpisah,  Saksi  tidak  pernah  melihat  antara

Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  tidak sanggup lagi  merukuknkan Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa Penggugat   telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk dapat bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal

145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan),

Penggugat hadir sendiri (in person) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan

oleh  suatu  halangan  yang  sah,  sehingga  dengan  demikian,  berdasarkan

ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke

persidangan dan perkara  a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek,

tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  akan  tetapi tidak  datang menghadap  harus  dinyatakan tidak  hadir,  dan
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gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak

dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara,

quod est Pasal  154 R.Bg  junctis Pasal  65 dan 82 ayat  (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal  39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi  Hukum

Islam,  namun  Hakim  telah  berusaha  dengan  sungguh-sungguh  menasihati

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di

setiap persidangan,  akan tetapi   usaha tersebut  tetap tidak berhasil  sampai

putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)

dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  oleh  karena Tergugat

tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yang

dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  pokok  sengketa  adalah  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  yang  disebabkan  dengan  alas  an  sebagaimana  tertuang  di  duduk

perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  diperiksa  dengan  tata  cara

beracara  secara  verstek,  namun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
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(1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  hubungan  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan

dengan  akta  nikah,  maka  posita  gugatan  Penggugat  tentang  hubungan

pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  prinsip  hukum  perkawinan  yang

berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4

huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah

mempersulit  terjadinya  perceraian,  maka  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  untuk  dapat  melakukan

perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  suami  istri  benar-benar  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa  harus  diketahui  apa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut  dan  siapa  penyebabnya  yang  kemudian  hal  ini  harus

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil  dan berpengaruh terhadap

keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim

Tunggal  memberikan  beban  pembuktian  (burden  proof)  kepada  Penggugat

guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing

bukti tersebut akan Hakim Tunggal pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa bukti  (P.)  merupakan  foto  kopi  dari  akta  autentik

yang telah sesuai  dengan aslinya dan fotokopi  tersebut  telah diberi  meterai

serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-

Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai  jo Pasal  2  ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
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Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal

301 ayat  2  RBg  jo Pasal  1930 KUHPerdata,  oleh karenanya Majelis  Hakim

menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berhubungan langsung dengan perkara a

quo, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan pada tanggal   23 Juli  2009, serta pembuatannya sengaja dibuat

untuk dipergunakan sebagai  alat  bukti,  Majelis  Hakim menilai  bukti  tersebut

telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim Tunggal

menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah

terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sehingga

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  harus  didengar  saksi  dari  keluarga

atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa terhadap saksi-saksi  yang diajukan Penggugat  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai  usia  di  atas  15  tahun,  cerdas  dan  boleh  didengar  sebagai  saksi

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

dengan  Penggugat  maupun  Tergugat,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak

mempunyai  kepentingan  terhadap  perkara  ini  dan  memberikan  keterangan

masing-masing secara terpisah di  bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui

langsung sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat  dengan Tergugat

karena  masalah  nafkah  yang  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan

rumah  tangga,  yang  mengakibatkan  berpisah  tempat  tinggal  sejak  6  bulan

yang  lalu  serta  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan,  namun  tidak
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berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah

berhasil  membuktikan  dalil  gugatannya  terkait  terjadinya  ketidakharmonisan

dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut

Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  mungkin  lagi

dirukunkan; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  4  /  2014,  yang  menyatakan  … gugatan  perceraian  dapat

dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan  rumah  tangga  sudah  pecah  (broken

marriage), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil

- Telah terjadi pisah tempat tinggal;

- Salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan  kewajiban

sebagai suami istri

- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri

- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi

dll);

Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan … Dalam upaya mempertahankan suatu

perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraiain maka:

 1)  perkara  perceraian  dengan  alasan  suami  /  istri  tidak  melaksanakan

kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti

suami/istri  tidak  melaksanakan  kewajibannya  setelah  minimal  12  (dua

belas) bulan; atau

 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami/  istri  berselisih dan bertengkar

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal  selama minimal  6  (enam)

bulan. 

Fakta Hukum
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dengan

Tergugat dan berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

2. Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan/pertengkaran;

3. Bahwa keduanya sulit untuk dirukunkan Kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  telah  menunjukkan

kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh  karenanya  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  “sudah  pecah”  (broken  marriage)  sehingga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sangat  sulit  untuk  dipersatukan  kembali,  karena  kasih  sayang  di

antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan

Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat

sebagai  suami  telah  tidak  melaksanakan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah

diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2)

dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

lagi,  bahkan  apabila  hal  itu  dipaksakan,  mudaratnya  lebih  besar  daripada

manfaat,  sehingga  kemudaratan  tersebut  harus  dihapuskan,  sesuai  dengan

kaidah fikih berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد   درئ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;
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Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  sebagaimana

tersebut  di  atas,  maka  Hakim  mengambil  pendapat  ahli  hukum  Islam  dan

dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

عليه        طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

طلقة  القاضى

“Dan ketika istri  sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-

Sunnah Jilid II, halaman 248:

الزوجة        ببينة القاضي لدى دعواها ثبت أو, فإذا

الزوج  العشرة      , اعتراف دوام معه يطاق مما اليذاء وكان

طلقها        بينهما الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين

بائنة  طلقة

“Jika  dalil  gugatan  terbukti  di  depan  persidangan  baik  dengan  bukti  yang

diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah

sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim

juga  tidak  mampu  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  dapat

menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.“

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah

dengan  sikap  Penggugat  yang  berkeinginan  kuat  untuk  bercerai  dengan

Tergugat,  gagalnya Hakim dalam menasihati  Penggugat  dan Tergugat  untuk

tidak bercerai, dan gagalnya proses mediasi, serta sikap Tergugat yang tidak

keberatan bercerai dengan Penggugat, telah memberikan petunjuk yang kuat

bagi  Hakim  tentang  sulitnya  mempersatukan  kembali  Penggugat  dengan

Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun

dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  nomor  237  K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999  yang

mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
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kehidupan bersama dengan pihak lain  adalah merupakan fakta  yang cukup

untuk  alasan  suatu  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  di  atas  telah  pula

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  termuat  dalam  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  dalam  Rumusan  Hukum  Kamar

Peradilan  Agama angka  (4)  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1

Tahun  2022  dalam Rumusan  Hukum Kamar  Peradilan  Agama angka  (1.b),

terkait indikator broken marriage dan alasan dikabulkannya perceraian;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

Yurisprudensi  Mahkamah Agung Rl  Nomor 534 K/Pdt/1996,  tanggal  18  Juni

1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak

perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab  percekcokan  atau  salah  satu  pihak

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  bercerai

sebelumnya, sehingga perceraian ini  adalah perceraian yang pertama, maka

mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan

Penggugat  dengan  Tergugat  harus  diputus  dengan  menjatuhkan  talak  satu

ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;      

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari

Selasa tanggal 28 November  2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal

1445   Hijriyah,  oleh   Suspawati,  S.Ag.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Karbudin, S.Ag. sebagai Panitera

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Suspawati, S.Ag’

Panitera, 

Karbudin, S.Ag.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:
1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 80.000,00
3. Panggilan Rp 475.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

+
Jumlah Rp 625.000,00
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